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Abstrak

Pengembangan sumber daya aparatur di daerah 3T merupakan langkah yang maju demi
menyiapkan aparatur yang mampu mengembang tugas dengan baik dan memiliki kinerja yang
tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk
mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan afirmatif publik yang diterapkan dalam strategi
pengembangan ASN di daerah 3T. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan
ASN di daerah 3T melalui kebijakan afirmatif dilakukan melalui; pemberian insentif khusus,
pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN, dan penyediaan fasilitas pendukung. Adanya
strategi pengembangan tersebut diharapkan mampu menciptakan aparatur sipil negara (ASN)
yang mampu berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Kata Kunci: Strategi Pengembangan, Aparatur Sipil Negara, Kebijakan Afirmatif.

PENDAHULUAN

Pengembangan  Aparatur  Sipil
Negara (ASN) di daerah 3T (Terdepan,
Terluar, dan Tertinggal) merupakan bagian
penting dari upaya memperkuat
pemerintahan dan pelayanan publik di
wilayah-wilayah yang paling membutuhkan
di Indonesia. Daerah 3T, yang meliputi
wilayah-wilayah dengan aksesibilitas yang
terbatas, tantangan infrastruktur, dan
keterbatasan sumber daya manusia, sering
kali mengalami kesulitan dalam mencapai
pembangunan yang merata. Pengembangan
ASN di wilayah ini bukan hanya tantangan
administratif, tetapi juga upaya strategis
untuk memastikan pemerataan
pembangunan, kualitas pelayanan publik,
dan penguatan pemerintahan lokal.

Pengembangan  Sumber  Daya
Manusia adalah upaya yang dilakukan oleh
birokrasi dalam meningkatkan kualitas para
aparatur sipil negara demi terwujudnya
sumber daya manusia yang berkualitas agar
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tujuan birokrasi tercapai dengan baik
(Islamiaty & Afnira, 2022; Sirih et al.,
2019). Selanjutnya, sumber daya manusia
Aparatur Sipi Negara (ASN) memegang
peranan penting dan strategis dalam
menentukan dan mewujudkan kejayaan
Indonesia (Edyanto, 2018; Susiawati, 2022).
Selain itu, sumber daya manusia dipandang
sebagai faktor pendorong keberhasilan suatu
organisasi oleh karena itu perlu strategi
dalam peningkatan dan pencapaian Kinerja,
adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
pegawai tidak lagi dipandang sebatas pada
individu yang bekerja dalam suatu
organisasi melainkan aparatur merupakan
aset yang penting dalam mendukung kualitas
keberhasilan organisasi pemerintah
(Ayuningtyas, 2022; Jati, 2014). Lebih
lanjut, demi mengembangkan sumber daya
manusia yang bermutu maka dibutuhkan
usaha yang tinggi, sistematis dan
berkelanjutan, diantaranya dengan melalui
pengembangan sumber daya manusia dalam
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suatu instansi sangat strategis dan
menentukan karena sumber daya manusia
sangat menentukan keberhasilan organisasi
dalam mencapai tujuan yang telah
ditentukan (Iriawan, 2021).

Daerah tertinggal merupakan daerah
kabupaten yang wilayah serta
masyarakatnya kurang berkembang
dibandingkan dengan daerah lain dalam
skala nasional (Peraturan Pemerintah No.78
tahun 2014). Daerah tertinggal terjadi akibat
adanya kesenjangan antar daerah baik dari
segi ekonomi, sosial dan pembangunan serta
adanya disparitas kualitas sumber daya
manusia  antar  wilayah,  perbedaan
kemampuan perekonomian antar daerah,
serta belum meratanya ketersediaan
infrastrusktur antara wilayah menjadi
pendukung fakta mengenai kesenjangan
antar daerah, yang menyebabkan daerah
menjadi tertinggal (Toda & Umbu Eda,
2020). Selanjutnya, salah satu upaya untuk
melakukan percepatan pembangunan di
daerah tertinggal adalah memacu kinerja
para aparatur sipil negara (ASN) melalui
kebijakan afirmasi yang diantaranya melalui
pemberian insentif kesejahteraan ASN,
kebijakan afirmatif publik merupakan
strategi yang dirancang untuk memberikan
dukungan tambahan dan perlakuan khusus
kepada kelompok atau wilayah yang kurang
diuntungkan. Dalam konteks pengembangan
ASN di daerah 3T, kebijakan afirmatif
publik dapat berupa insentif, pelatihan
khusus, penugasan prioritas, serta dukungan
tambahan untuk memperkuat ASN dalam
menghadapi tantangan lokal. Kebijakan ini
bertujuan untuk mengatasi kesenjangan
sumber daya manusia antara daerah maju
dan daerah 3T, serta memastikan ASN di
wilayah ini mampu menjalankan tugas dan
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tanggung jawab dengan efektif (Kurniawan
etal., 2021).

ASN memainkan peran penting
dalam implementasi kebijakan pemerintah,
terutama dalam penyediaan layanan publik
dan pengelolaan administrasi negara di
tingkat lokal. Kualitas dan kapasitas ASN
secara langsung mempengeruhi efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembanguna di daerah. Oleh karena itu,
pengembangan ASN di daerah 3T menjadi
prioritas untuk mengurangi kesenjangan
pembangunan antar wilayah. Adapun
beberapa permasalahan yang dihadapi yang
berkaitan dengan ASN di daerah 3T,
diantaranya; kekurangan SDM yang
berkualitas, motivasi dan komitmen yang
rendah, Kketerbatasan infrastruktur, dan
dukungan kebijakan yang belum optimal.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji
strategi pengembangan ASN di daerah 3T
melalui kebijakan afirmatif publik. Dengan
pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan
solusi  yang lebih  efektif  untuk
pengembangan ASN vyang  mampu
mendukung pembangunan berkelanjutan
dan pemerataan kualitas pelayanan publik di
daerah 3T.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
pendekatan  kualitatif ~dengan  desain
deskriptif untuk mengidentifikasi dan

menganalisis kebijakan afirmatif publik
yang diterapkan dalam pengembangan ASN
di daerah 3T. Penelitian ini memungkinkan
peneliti untuk menggali secara mendalam
fenomena yang terjadi dan memahami
konteks serta dinamika kebijakan di
lapangan. Penelitian ini dilakukan di
kabupaten Biak Numfor yang dipilih
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berdasarkan keterwakilan geografis,
tantangan  pengembangan ASN  dan
penerapan kebijakan afirmatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, wawancara, dan studi dokumen.
Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis data kualitatif.
Selanjutnya, untuk memastikan keabsahan
data maka dilakukan triangulasi data untuk
memastikan  validitas  temuan  dan
memberikan gambaran yang utuh tentang
kebijakan implementasi strategi kebijakan
afirmatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini  mengkaji strategi
pengembangan ASN di daerah 3T melalui
kebijakan afirmatif publik. Berdasarkan
hasil observasi, wawancara, dan analisis

dokumen, ditemukan bahwa berbagai
kebijakan afirmatif diterapkan  untuk
pengembangan ASN di daerah 3T,
diantaranya:
1. Insentif khusus

Insentif khusus merupakan

pemberian tunjangan tambahan bagi ASN
yang bertugas di daerah 3T, seperti
tunjangan lokasi terpencil dan tunjangan
kinerja. Untuk mendorong pembangunan
dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah
memberikan perhatian khusus kepada
daerah yang tergolong tertinggal, terdepan,
dan terluar (3T). Daerah 3T sering kali
menghadapi tantangan yang signifikan,
seperti akses yang sulit serta infrastruktur
yang terbatas, oleh karena itu sebagai bagian
dari upaya mengatasi tantangan ini, aparatur
sipil negara (ASN) yang bertugas di daerah
3T diberikan insentif khusus. Tunjangan ini
diberikan sebagai bentuk kompensasi bagi
ASN yang ditempatkan di wilayah terpencil
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dengan aksesibilitas yang sulit dan fasilitas
yang minim. Tunjangan ini juga merupakan
apresiasi atas upaya mereka dalam
memberikan pelayanan publik di lingkungan
yang menantang. Selain itu, tunjangan ini
diberikan untuk meningkatkan motivasi dan
produktivitas ASN, sehingga diharapkan
dapat meningkatkan kualitas layanan yang
diberikan kepada masyarakat setempat.
Dengan memberikan insentif khusus, ASN
diharapkan lebih tertarik dan termotivasi
untuk mengisi posisi di daerah 3T yang
sering kali kurang diminati serta mengurangi
kesenjangan dalam hal kesejahteraan dan
kesempatan antara ASN di daerah 3T
dengan ASN di wilayah yang lebih maju.

Insentif khusus bagi ASN yang
bertugas di daerah 3T merupakan salah satu
kebijakan strategis pemerintah dalam upaya
pemerataan pembangunan dan penguatan
pelayanan publik di seluruh wilayah
Indonesia. Dengan dukungan berupa
tunjangan lokasi terpencil diharapkan ASN
dapat memberikan kontribusi yang lebih
optimal dalam pembangunan daerah
tertinggal, terdepan, dan terluar serta
mendorong perwujudan keadilan bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Insentif bagi ASN dapat memberikan
prestasi kerja melebihi standar kinerja.
Menurut Prabu & Wijayanti (2016) Insentif
merupakan imbalan yang diberikan oleh
instansi terhadap pegawai atas pekerjaan
yang telah dilakukannya, baik penghargaan
yang bersifat intrinsik ataupun ekstrinsik.
Dengan adanya penghargaan yang baik
diharapkan pegawai mampu meningkatkan
kinerja serta lebih memiliki keinginan yang
tinggi untuk unggul dalam melakukan
pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk
berkompetisi sehingga tercapai
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keseimbangan antara tujuan pribadi dan
organisasi. Karena di lain sisi, penghargaan
yang baik pun juga bisa menjadi motivasi
tersendiri bagi pegawai tersebut untuk
mencapai kinerja yang baik kedepannya.
Lebih lanjut, dalam pemberian penghargaan
kepada pegawai pun dapat didasarkan pada
tingkat aktivitas kerja yang telah
disumbangkannya bagi kemajuan dan
keberhasilan organisasi.

Insentif adalah kebutuhan yang
banyak diminati oleh individu. Dengan
memberikan penghargaan yang sesuai
terhadap hasil maka kinerja akan terus
meningkat (Novella, 2020). Pemberian
insentif merupakan salah satu pelaksanaan
fungsi sumber daya manusia sebagai bentuk
perhatian positif dari suatu instansi ataupun
organisasi sebagai penyemangat yang
mempunyai tujuan untuk memotivasi dan
mendorong  partisipasi  ASN  dalam
memberikan hasil yang terbaik (Saleh &
Mardiana, 2021). Selanjutnya, menurut
Bandiyono et al (2021) dalam sebuah
instansi pemerintahan, pemberian insentif
tambahan dapat meningkatkan motivasi dan
kinerja pegawai. Hal tersebut dilakukan
guna menciptakan motivasi pegawai atau
insentif dalam melayani kepentingan publik.

Pemberian insentif menghasilkan
dua macam manfaat, yaitu; 1) memberikan
informasi, penghargaan dapat menarik
perhatian personil dan memberi informasi
dan  mengingatkan  mereka  tentang
pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan
dibandingkan dengan hal yang lain, 2)
memberikan motivasi, seorang pegawai
yang mendapatkan penghargaan juga dapat
meningkatkan motivasi personil, sehingga
mereka mengalokasikan waktu dan usaha
mereka untuk organisasi (Purwanto et al.,
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2020). Adanya unsur imbalan (insentif)
dapat meransang individu untuk berperilaku.
Bila ransangan dalam bentuk insentif
(imbalan) ini dihapuskan (hilang), maka
kecendrungan individu untuk berperilaku
juga akan hilang (Ardian, 2019).
Selanjutnya, penerapan sistem pemberian
insentif kepada ASN diharapkan dapat
membawa dampak yang signifikan dalam
meningkatkan kinerja ASN (Lestari &
Firdausi, 2016).

Usaha untuk mendapatkan aparatur
sipil negara yang profesional sesuai dengan
tuntutan jabatan diperlukan suatu pembinaan
yang berkesinambungan, yaitu suatu usaha
kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
penggunaan, dan pemeliharaan pegawai
agar mampu melaksanakan tugas dengan
efektif dan efisien. Sebagai langkah nyata
dalam hasil pembinaan maka dirasa perlu
dengan adanya pemberian insentif atau
imbalan tambahan kepada pegawai yang
bertugas di daerah 3T. Pemberian insentif
tersebut merupakan upaya pemimpin dalam
memberikan balas jasa atas hasil kerja
pegawai, sehingga dapat mendorong bekerja
lebih giat dan berkinerja (Mia et al., 2018).

2. Pelatihan dan
kapasitas

pengembangan

Daerah tertinggal, terdepan dan
terluar (3T) di Indonesia sering kali
menghadapi  berbagai tantangan yang
memerlukan perhatian khusus dalam upaya
pembangunan dan peningkatan kualitas
pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara
(ASN) vyang bertugas di daerah 3T
memegang  peranan  penting  dalam
mengatasi keterbatasan dan memberikan
layanan yang memadai kepada masyarakat
setempat. Untuk mendukung peran ini,
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pemerintah melaksanakan program
pelatihan intensif dan pengembangan
keterampilan khusus bagi ASN di daerah 3T,
guna meningkatkan  kapabilitas  dan
kompetensi mereka dalam melayani dan
memberdayakan masyarakat. Selain itu,
pelatihan dirancang untuk mengembangkan
kompetensi khusus yang relevan dengan
kebutuhan lokal, serta inovasi pelayanan
publik. Program pelatihan intensif dan
pengembangan keterampilan Kkhusus bagi
ASN di daerah 3T adalah bagian integral
dari upaya pemerintah untuk memperkuat
pelayanan  publik  dan  mendukung
pembangunan  wilayah-wilayah  yang
memerlukan perhatian khusus. Melalui
peningkatan kapabilitas dan kompetensi
ASN, program ini diharapkan dapat
menghasilkan  dampak  positif  yang
berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas
hidup masyarakat di daerah 3T.

Secara umum dapat dikemukakan
bahwa pengembangan kompetensi ASN
diarahkan pada penciptaan dan peningkatan
kompetensi atau kemampuan aparatur agar
dapat melaksanakan pelayanan publik secara
optimal. Oleh karena itu, UU Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dinyatakan bahwa sistem
manajemen kepegawaian diorientasikan
pada profesionalisme PNS. Profesionalisme
dalam pembinaan PNS dilaksanakan atas
dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja
dan sistem karier yang dititik beratkan pada
sistem prestasi kerja, sehingga dengan
demikian akan terbuka peluang bagi PNS
yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan
kemampuannya secara profesional dan
berkompetisi secara sehat.
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Pengembangan sumber daya
aparatur pada suatu organisasi “mencakup
hal-hal seperti pendidikan dan pelatihan,
perencanaan dan  manajemen  Karir,
peningkatan kualitas dan produktivitas
kerja, serta peningkatan kesehatan dan
keamanan kerja” (Schuler dan Youngblood,
1999 : 61). Ada beberapa alasan mengapa
BKPSDM  Kabupaten Biak  Numfor
memberikan perhatian pada peningkatan
kompetensi Aparatur melalui pelatihan.
Pertama, kebutuhan  Aparatur  pada
pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk
dapat melaksanakan tugas jabatan secara
profesional. Kedua, Aparatur mampu
berperan sebagai pembaharu dan perekat
persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga,
Aparatur di siapkan guna memantapkan
sikap dan semangat pengabdian yang
berorientasi pada pelayanan, pengayoman
dan pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan sumber daya
manusia adalah suatu upaya untuk
mengembangkan kualitas atau kemampuan
sumber daya manusia melalui proses
perencanaan pendidikan, pelatihan dan
pengelolaan tenaga atau pegawai untuk
mencapai suatu hasil optimal.
pengembangan sumber daya manusia
merupakan proses merubah sumber daya
manusia yang dimiliki organisasi, dari suatu
keadaan ke keadaan lain yang lebih baik
untuk mempersiapkan suatu tanggung jawab
di masa mendatang dalam mencapai tujuan
organisasi. Tujuan pengembangan sumber
daya manusia mempunyai dua dimensi yaitu
dimensi individual dan dimensi
institusional/organisasional. Tujuan yang
berdimensi individual mengacu kepada
sesuatu yang dicapai oleh seorang pegawai
ASN.
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Pola pengembangan sumber daya
manusia aparatur dengan penekanan pada
pola pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
serta mutasi dan promosi merupakan
landasan utama yang mesti ditegakkan oleh
karena secara ilmiah mampu meningkatkan
kinerja aparatur. Selanjutnya, dalam konteks
sosial budaya terhadap pengembangan SDM
aparatur menjadi penting. Sosial budaya
sangat  berkaitan  dengan  semakin
menipisnya nilai-nilai etika dan moral
budaya yang mengakibatkan terjadinya
perilaku dan praktik yang bertentangan
dengan nilai-nilai mulia yang seharusnya
dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas
dan fungsi sebagai aparatur negara.

3. Fasilitas Pendukung

Pelayanan publik yang efektif di
daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
merupakan salah satu pilar penting dalam
upaya pemerataan pembangunan dan
penguatan kesatuan nasional. Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang bertugas di wilayah 3T
ini sering kali menghadapi tantangan
signifikan, mulai dari kondisi geografis yang
sulit hingga keterbatasan infrastruktur dasar.
Untuk mendukung Kinerja dan
meningkatkan kualitas hidup ASN di daerah
3T, pemerintah perlu menyediakan berbagai
fasilitas kerja yang lebih baik, termasuk
perumahan dinas, akses transportasi dan
sarana telekomunikasi.

Penyediaan fasilitas kerja yang lebih
baik bagi ASN di daerah 3T merupakan
langkah strategis untuk memastikan bahwa
pelayanan publik di  wilayah-wilayah
tersebut dapat berjalan dengan optimal.
Perumahan dinas dan sarana telekomunikasi
yang memadai tidak hanya meningkatkan
kesejahteraan ASN tetapi juga memperkuat
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kemampuan mereka dalam menjalankan
tugas-tugas penting untuk pembangunan
daerah. Dengan fasilitas yang memadai,
ASN di daerah 3T dapat memberikan
kontribusi yang lebih signifikan dalam
menciptakan pelayanan yang berkualitas dan
merata di seluruh Indonesia.

Peningkatan sarana dan prasarana
merupakan salah satu hal yang penting untuk
meningkatkan kinerja ASN daerah 3T dalam
memberikan pelayanan publik yang baik dan
efektif. Sarana dan prasarana yang memadai
merupakan faktor kunci dalam memberikan
pelayanan publik di daerah 3T yang
berkualitas.

SIMPULAN

Pengembangan aparatur sipil negara
(ASN) di daerah 3T sangat pentig untuk
dilakukan, mengingat para ASN di daerah
3T merupakan garda terdepan dalam
memberikan pelayanan publik kepada
masyarakat. Strategi pengembangan ASN di
daerah 3T melalui kebijakan afirmatif
dilakukan melalui; pemberian insentif
khusus, pelatihan dan pengembangan
kapasitas ASN, dan penyediaan fasilitas
pendukung. Dengan dukungan berupa
tunjangan lokasi terpencil dan penyediaan
fasilitas diharapkan ASN dapat memberikan
kontribusi yang lebih optimal dalam
pembangunan daerah tertinggal, terdepan,
dan terluar serta mendorong perwujudan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melalui  peningkatan kapabilitas  dan
kompetensi ASN, program ini diharapkan
dapat menghasilkan dampak positif yang
berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas
hidup masyarakat di daerah 3T.
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